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ABSTRAK

CATATAN

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 huruf ¢ Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, perlu mengatur ketentuan mengenai tata
cara pengalihan harta Wajib Pajak ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan penempatan pada investasi di luar pasar keuangan dalam rangka
Pengampunan Pajak.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 11 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 131, TLN 5899.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan
pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.

Harta meliputi Harta yang berada di dalam wilayah NKRI, dan/atau di luar
wilayah NKRI.

Dalam hal Harta yang diungkapkan berada di luar wilayah NKRI sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 2) huruf b, Wajib Pajak dapat mengalihkan Harta
berupa dana ke dalam wilayah NKRI.

Pengalihan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ke
dalam Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway
yang sama.

Dalam hal Harta berupa dana dialihkan ke wilayah NKRI, Harta tersebut harus
diinvestasikan oleh Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI.

Dalam hal dana telah diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dalam bentuk
investasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pengampunan Pajak, investasi dimaksud wajib dialihkan
pengelolaannya melalui Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway.

Investasi dilakukan paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak dana dialihkan ke
Rekening Khusus pada Bank Persepsi yang ditunjuk sebagai gateway atau sejak
pengalihan pengelolaan ke Bank Persepsi lain yang ditunjuk sebagai gateway.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2016.
Lampiran: 4 Halaman



